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ABSTRAK 

 

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang 

pertama kali dilakukan sekaligus untuk semua objek pendaftaran tanah di desa/kecamatan di 

seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis tahapan pelaksanaan, hambatan, serta solusi dalam pelaksanaan PTSL di 

Kabupaten Alor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis 

dengan teknik analisis Kualitatif. Pnelitian ini meberikan hasil antara lain : 1. Pelaksanaan 

PTSL di Kabupaten Alor telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diatur khusus pada Pasal 4 Ayat 4, dengan 

bertahap mulai dari Perencanaan, Penetapan Lokasi, Persiapan dan pembentukan/penetapan 

Panitia Ajudikasi, Penyuluhan, Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis, Penelitian data 

Yuridis dan pengumuman, Pembukuan hak dan penerbitan hak atas tanah, Dokumentasi dan 

Penyeurahan hasil kegiatan, hingga Pelaporan. 2. Kendala dalam pelaksanaannya adalah 

kurangnya Sumber Daya Manusia, kondisi topografi, kurangnya kesadaran masyarakat atau 

kondisi sosial kultur budaya. 3. Solusi yang telah dilakukan adalah dengan memperkuat 

kerjasama, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melakukan penyuluhan secara 

intensif seperti mensosialisasikan pembuatan BPHTB bagi warga kurang mampu dan 

menyelesaikan sengketa secara bersama-sama dengan kepala desa atau pihak terkait. 

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL 
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Abstract 

 

Complete systematic land registration (PTSL) is the first land registration activity that is 

carried out simultaneously for all land registration objects in villages/districts throughout 

Indonesia. The purpose of this study was to determine and analyze the stages of 

implementation, obstacles, and solutions in the implementation of PTSL in Alor Regency. The 

research method used is a sociological juridical with qualitative analysis techniques. This 

study provides the following results: 1. The implementation of PTSL in Alor Regency has been 

adjusted to the Ministerial Regulation of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the 

National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete 

Systematic Land Registration which is specifically regulated in Article 4 Paragraph 4, 

gradually starting from Planning, Determination of Location, Preparation and 

establishment/stipulation of Adjudication Committee, Counseling, Collection of Physical Data 

and Juridical Data, Juridical data research and announcements, Bookkeeping of rights and 

issuance of land rights, Documentation and submission of activity results, to Reporting. 2. 

Obstacles in the implementation of PTSL in Alor Regency are divided into two, namely the first 

is internal constraints where the lack of Human Resources for PTSL implementation in Alor 

Regency. The second is external constraints, namely the topography of Alor Regency which 

makes it difficult for the Adjudication Committee to measure land parcels and the lack of public 

awareness or socio-cultural conditions related to the benefits of implementing PTSL. 3. The 

solution that has been done is to strengthen cooperation, improve services to the community, 

conduct intensive counseling such as socializing the making of tax documents owed by BPHTB 

for underprivileged residents and resolving disputes together with village heads or related 

parties. 

Keywords: Land Registration, Complete Systematic Land Registration, PTSL  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan elemen pembentuk daratan yang ada di bumi, dimana daratan 

adalah sebagian permukaan dari bumi yang secara permanen tidak ditutupi oleh air 

laut. Secara Yuridis tanah juga memiliki arti sebagai permukaan bumi. Pada 

permukaan bumi inilah mahluk hidup menjalankan kehidupannya, begitu pula 

dengan manusia yang tinggal dan hidup dengan memanfaatkan tanah untuk 

kepentingannya seperti mendirikan rumah, berkebun dan lainnya. Tanah telah 

menjadi kebutuhan dasar bagi setiap individu, sehingga ketersediaanya harus diatur 

oleh pemerintah agar dapat diatur dengan baik. Pemerintah berperan untuk mengatur 

ketersediaan tanah untuk masyarakat sebagai bentuk fasilitas yang menunjang 

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga memanfaatkan tanah untuk membuat 

fasilitas umum bagi masyarakat seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, antara lain tanah yang digunakan untuk pembangunan 

pertahanan dan keamanan nasional, jalan umum, dan lain-lain. 

Hal ini membuktian bahwa nilai tanah sangat berharga bagi kehidupan, sehingga 

dalam kehidupan masyarakat tanah sering memicu perselisihan sosial. Orang-orang 

mungkin menggunakan berbagi cara agar bisa memiliki tanah meski  melakukan 

pelanggaran hukum. Hak guna lahan tanpa ijin dari pemilik sah disebut dengan 

pendudukan tanah secara liar. Hal ini sering terjadi di masyarakat dikarenakan 

terbatasnya luas lahan, sedangkan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan lahan 



2 

 

2 

 

semakin meningkat. Untuk meredakan konflik dan masalah hukum bagi tuan tanah, 

pemerintah telah membentuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang 

dibentuk dengan tujuan yang utama yakni untuk memakmurkan dan mensejahterakan 

kehidupan masyarakat di Indonesia. Tanah di sini ialah mutlak milik negara dengan dasar 

hak menguasai dari negara, maka  dengan itu ditentukan berbagai macam hak atas tanah 

untuk melindungi hak-hak tersebut. Kemudian sebagai bukti terjaminnya hak tersebut 

diperlukan sertifikat tanah yang didapatkan melalui pendaftaran tanah. 

Pendaftaran tanah adalah serangkaian tindakan yang diambil dari waktu ke waktu oleh 

negara atau pemerintah, yang meliputi pengumpulan informasi ataupun data khusus terkait 

tanah di wilayah tertentu, mengolah, menyimpan, serta menampilkannya untuk 

kepentingan masyarakat dan menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk 

penerbitan sertifikat / tanda buktinya serta pemeliharaan1. 

Meski demikian kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia masih belum bisa dilakukan 

dengan maksimal terbukti dari masih banyaknya tanah yang belum di sertifikasi yang 

menyebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pada tahun 2016 pemerintah 

meluncurkan program untuk membantu masyarakat mengelola kepemilikan tanah sesuai 

dengan peraturan Menteri Agama dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(selanjutnya disebut PTSL). PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama 

kali yang dilaksanakan dengan serentak untuk semua objek pendaftaran tanah di suatu desa 

/ kelurahan di negara Republik Indonesia, dengan melaksanakan pengumpulan dan 

penentuan kebenaran data Fisik dan juga data Yuridis tentang obyek pendaftaran tanah 

untuk kepentiangan pendaftarannya.  

                                                           
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Hukum Tanah Internasional Jilid 1) (Jakarta: PT. Djambatan, 

1997). 
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Masyarakat mengakui bahwa proses pengurusan sertifikat tanah melalui program 

PTSL lebih mudah dari pada sistem pendaftaran biasanya dan mereka memperoleh 

manfaatberupa peningkatan rasa aman juga hilangnya potensi sengketa setelah tanahnya 

disertifikasi serta dapat menggunakan tanah menjadi lebih baik dan produktif.2 Peraturan 

Menteri tersebut merupakan revisi dari  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017. 

Pelaksanaan PTSL sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan dengan tahapan: 

a. Perencanaan 

b. Penetapan lokasi 

c. Persiapan 

d. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi pendaftaran PTSL 

e. Penyuluhan 

f. Pengumpulan dan pengolahan data Fisik dan data Yuridis bidang tanah 

g. Penelitian data Yuridis untuk pembuktian hak 

h. Pengumuman data Fisik dan data Yuridis serta pengesahan 

i. Pengesahan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak 

j. Pembukuan hak atas tanah 

k. Penerbitan sertifikat hak atas tanah 

l. Mendokumentasi dan penyerahan hasil kegiatan, dan 

m. Pelaporan 

                                                           
2 San Yuan Sirait, Muhammad Nazer, and Busyra Azheri, ‘Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap: Deskripsi Dan Manfaatnya’, Jurnal Bhumi, 6.2 (2020), 236–48 

<https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.414>. 
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 Pelaksana dari kegiatan PTSL ini tentunya dilakukan oleh Kantor Pertanahan tiap 

daerah di Indonesia. Peran Kantor Pertanahan dalam kegiatan PTSL yakni tugas yang 

dimilikinya dalam setiap tahapan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap tersebut. Mulai dari tahap perencanaan sampai dengan 

pelaporan. Bahkan, untuk penyelesaian permohonan hak dan pendaftaran hak yang sudah 

terdaftar di Kantor Pertanahan dalam lokasi pendaftaran tanah secara sistematis belum 

selesai pengurusannya, dan bagi permohonan pendaftaran hak yang berasal dari konversi 

yang sudah selesai diumumkan tetap harus melalui penyelesaiannya pada Kantor 

Pertanahan.3 

PTSL merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh pemerintahan Presiden 

JokowiJK untuk mempercepat landreform di atas lahan seluas 9,8 juta hektar dan tujuan 

pendaftaran tanah memiliki sistem yang komprehensif untuk 23 juta bidang tanah pada 

tahun 2019 oleh Kementerian ATR/BPN. Proyek ini didanai oleh utang Bank Dunia 

sebesar $200 juta dan dana yang sesuai dari pemerintah Indonesia sebesar $40 juta yang 

digunakan khusus untuk pendaftaran tanah. 2020, angka realisasi PTSL akan mencapai 

86,2%, namun sekarang dunia sedang mengalami pandemi Covid-19. Sehingga target 

PTSL diubah dan disesuaikan, karena diadakan anggaran lain untuk pencegahan 

penyebaran Virus Covid-19. Meski demikian, departemen Kementerian ATR / BPN tetap 

berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan4.  

Kabupaten Alor merupakan salah satu wilayah yang mendapat bagian dalam program 

PTSL pada tahun 2019, kuota PTSL untuk kabupaten Alor adalah 5000 sertifikat tanah 

untuk angkatan 2019 yang terbesar di 17 kecamatan. Sementara di Kabupaten Alor 

                                                           
3 Mira Novana Ardani, ‘Peran Kantor Pertanahan Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap’, 

Jurnal Gema Keadilan, 6 (2019). 
4 Media Indonesia, ‘Kementerian ATR/BPN Kejar Realisasi PTSL 2020’, 2020 

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/351970/kementerian-atrbpn-kejar-realisasi-PTSL-2020> [accessed 12 

October 2020]. 
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pelaksanaan PTSL sebelumnya berjalan cukup lancar. Jeremias Haning S.SiT selaku 

Kepala BPN Kabupaten Alor mengatakan BPN Alor telah diterbitkan 4.000 sertifikat 

tanah pada tahun 2019. PTSL di Kabupaten Alor menargetkan untuk memetakan seluruh 

lahan di semua desa pada tahun 2025 - 2030. Dari tahun 2017 hingga 2019 presentase 

proses pendaftaran tanah di Alor sudah selesai degan total 56.000 bidang tanah yang sudah 

terpetakan, dari jumlah bidang tanah yang ada kurang lebih sebanyak 130.0005. 

Kabupaten Alor adalah sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, 

Indonesia. Luas tanah kabupaten Alor adalah 2.928,88 km² dengan jumlah Penduduk Alor 

sekitar 217.691 jiwa. Ibu kota Alor berada di Kota Kalabahi. Kabupaten Alor terdiri dari 

17 Kecamatan, 17 Kelurahan, dan 158 Desa6. 

Dalam rangka mengurangi konflik sengketa tanah dan memberi kepastian hukum 

untuk para pemilik tanah sedangkan jumlah sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi, 

data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 

(PSKP) menunjukan bahwa sejak tahun 2015-2020 berjumlah kasus pertanahan yang 

sudah terjadi adalah sebanyak 9.5007.  

Sengketa hak atas tanah adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-

individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubugan dan kepentingan yang sama 

atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara yang satu dengan yang 

lain.8  Sehingga pemerintah mengeluarkan program untuk mempermudah masyarakat 

dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah, hal ini selaras dengan tujuan PTSL yang diatur 

                                                           
5 Timordaily.com, ‘Bpn Alor Capai Target Penerbitan Sertifikat Gratis Tahun 2019’, 2020 

<https://timordaily.com/bpn-alor-capai-target-penerbitan-sertifikat-gratis-tahun-2019/> [accessed 12 October 

2020]. 
6 BPS Kabupaten Alor, ‘Kabupaten Alor Dalam Angka 2020’, 2020 <www.alorkab.bps.go.id> [accessed 11 

November 2020]. 
7 Kementerian ATR/BPN, ‘Cetak Tenaga Mediator, Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Diklat Mediasi 

Pertanahan Tingkat I’, Atrbpn.Go.Id, 2021 <https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd= 

PnCjiMmduPPXSlfjbWXCoD/mGNpIGCvVUxJYQUd9XJ32cYis6Oc4YLeCJ0oSNW4m> [accessed 18 

December 2021]. 
8 F D Navisa and AHSM Dewi, ‘Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas 

Tanah’, TAFAQQUH: Jurnal Hukum, 193, 2020, 1–22. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalabahi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
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pada pasal 2 ayat 2  Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang 

memiliki tujuan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah 

masyarakat berdasarkan asas kesederhanaan, kecepatan, keluwesan, keamanan, keadilan, 

pemerataan dan keterbukaan, serta tanggung jawab, untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara, serta untuk mengurangi dan 

mencegah sengketa dan konflik pertanahan.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap. Upaya menagatsi konflik tersebut dilaksankan PTSL yang pertama kali 

dilakukan pendaftaran tanah secara serentak untuk semua pendaftar tanah di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam satu desa. / Kelurahan atau nama lain 

untuk tingkat itu, yang mencakup pengumpulan dan identifikasi data Fisik dan Yuridis 

yang berkaitan dengan satu atau lebih pendaftar tanah untuk tujuan 'pendaftaran. Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah yang mengembangkan program 

pendaftaran tanah yang komprehensif dan sistematis. BPN mensosialisasikan PTSL ke 

seluruh desa/kelurahan untuk membantu masyarakat memanfaatkannya. Program ini gratis 

dan berkelanjutan karena dibiayaii oleh APBD/APBN9. 

Untuk mencapai kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah kepada masyarakat, 

maka dilaksanakan Program PTSL untuk mempercepat proses pemberian sertifikat hak 

atas tanah bagi masyarakat luas. 

 

                                                           
9 Sisca Anindya Rachmawati, ‘Revolusi Sistem Pencatatan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) Studi Lapangan Di Desa Bantul’, Jurnal Pranata Hukum, 3 (2021) 

<https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.273>. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagimana pelaksanaan PTSL di Kabupaten Alor? 

2. Faktor apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan PTSL di 

Kabupaten Alor? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan PTSL 

di Kabupaten Alor? 

C. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Alor 

2. Untuk menegtahui dan menganalisis hambatan atau kendala dalam pelaksanaan PTSL 

di Kabupaten Alor 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala 

dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Alor 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang hukum tentang pelaksanaan pendaftaran tanah dan 

penyelesaian hambatan-hambatan dalam pendaftaran tanah di Badan Pertanahan 

Nasional. 

b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan informasi sebagai 

kepustakaan/literatur dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengembangkan penalaran dinamis dan pola pikir untuk penelitian penulisan 

ilmiah.  
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b. Memberikan pemahaman baru kepada penulis, membantu menjawab pertanyaan 

mengenai pendaftaran tanah nasional, serta menyelesaikan hambatan dalam 

proses pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor. 

E. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. 1 

 Penelitian 1 Penelitian 2 Perbandingan Catatan 

Nama & 

Lembaga 

Peneliti  

Tongam 

Nadeak/ 

Universitas 

Sumatera 

Utara10 

Kadek 

Yudiana / 

Universitas 

Udayana11 

- - 

Judul Implementasi 

Kebijakan 

Percepatan 

Pelaksanaan 

PTSL Di 

Badan 

Pertanahan 

Nasional Kota 

Medan 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Program PTSL 

di Kabupaten 

Buleleng 

Penelitian 1: 

Membahas 

penerapan 

Percepatan 

PTSL 

Penelitian 2: 

Membahas 

efekifitas dari 

pelaksanaan 

PTSL 

Penelitian 3 : 

Membahas 

Judul tidak 

sama 

                                                           
10 Nadeak Tongam, ‘Implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(Ptsl) Di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan’, 2018. 
11 Kadek Yudiana, I Nengah Suharta, and Cokorda Dalem Dahana, ‘Efektivitas Pelaksanaan Program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Buleleng’, Kertha Negara, 7.1 (2018), 1–15. 
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 Penelitian 1 Penelitian 2 Perbandingan Catatan 

bentuk 

pelaksanaan 

PTSL 

Rumusan 

Masalah 

Bagaimana 

implementasi 

Kebijakan 

Percepatan 

Pelaksanan 

PTSL di Badan 

Pertanahan 

Kota Medan 

Bagaimana 

pengaturan 

PTSL dan 

bagaimana 

efektifitas 

pelaksanaan 

PTSL di 

kabupaten 

Buleleng 

Penelitian 1: 

Mempertanyak

an bagaimana 

kebijakan 

Percepatan 

PTSL 

Penelitian 2: 

Mempertanyak

an bagaimana 

bentuk dari 

pengaturan 

PTSL serta 

efektifitasnya 

Penelitian 3 :  

Mempertanyak

an bagaimana 

bentuk 

pelaksanaan 

PTSL dan 

hambatan serta 

solusinya 

Rumusan 

masalah 

tidak sama 
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 Penelitian 1 Penelitian 2 Perbandingan Catatan 

Kesimpul

an 

Implementasi 

kebijakan 

Percepatan 

Pelaksanaan 

PTSL oleh 

Badan 

Pertanahan 

Nasional Kota 

Medan 

berjalan 

dengan baik 

walaupun 

sumber daya 

manusia atau 

tenaga 

pelaksana di 

lapangan 

masih kurang 

secara 

kuantitas. 

Sehingga 

implementor 

dilapangan 

harus bekerja 

Peraturan 

perundang-

undangan di 

Indonesia telah 

mengatur 

sistem 

pertanahan. 

Akan tetapi 

terdapat 

pertentangan 

norma 

mengenai 

norma 

pengumuman 

data fisik dan 

yuridis dalam 

hal jangka 

waktu. 

Terdapat 

faktor 

penghambat 

diantaranya 

faktor hukum, 

fasilitas dan 

Penelitian 1: 

Penelitian 

menunjukan 

bahwa 

pelaksanaan 

PTSL bejalan 

baik namun 

terdapat 

hambatan 

karena 

kurangnya 

SDM 

Penelitian 2: 

Penelitian 

menunjukan 

bahwa adanya 

pertentangan 

norma dalam 

kebijakan 

pertanahan 

indonesia. 

Serta dalam 

pelaksanaan 

PTSL terdapat 

Terdapat 

kesamaan 

bahwa 

dalam 

pelaksanaan 

PTSL 

terdapat  

hambatan 

dari faktor 

internal 

seperti 

SDM dan 

fasilitas, 

serta 

hambatan 

dari faktor 

eksternal 

yakni dari 

masyarakat

nya 
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 Penelitian 1 Penelitian 2 Perbandingan Catatan 

dengan beban 

kerja yang 

tidak sesuai. 

faktor 

masyarakat. 

beberapa 

hambatan 

Penelitian 3 :   

Penelitian 

menunjukan 

bahwa 

pelaksanaan 

PTSL ssudah 

beejalan baik 

namun juga 

memilihi 

hambatan 

internal dan 

eksternal, serta 

terdapat solusi 

dalam 

penangananny

a 

 

F. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian akan disusun dalam empat bab untuk memahami sepenuhnya apa 

yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisanya adalah 

sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN  
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Pendahuluan Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, pertanyaan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistem penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar 

penelitian yang akan dilakukan yang merupakan tinjauan umum tentang Pengaturan 

Hukum Tanah, Hak-hak Atas Tanah, Ruang Lngkup Pendaftaran Tanah, Tinjauan Umum 

PTSL 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 Pada Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berisi tentang jenis 

penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis ndata. 

BAB IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab ini akan dibahas hasil daripenelitian yang menjawab rumusan masalah 

yang diangkat oleh peneliti yaitu tentang: (1) Proses kegiatan PTSL di Kabupaten Alor (2) 

Hambatan atau kendala dalam proses kegiatan PTSL di Kabupaten Alor (3) Solusi dalam 

mengatasi hambatan atau kendala dalam kegiatan PTSL di Kabupaten Alor. 

BAB V. PENUTUP 

Pada Bab terakhir ini akan berisi mengenai hasil penelitian yang berupa kesimpulan 

menyajikan secara ringkas seluruh hasil penemuan dalam penelitian yang ada 

hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisa data selain itu juga akan berisi saran atau rekomendasi berdasarkan 

hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh 

para pihak yang terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1.  Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Alor adalah disesuaikan dengan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioanl Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

yang diatur khusus pada pasal 4 ayat 4, menjadi beberapa tahapan antara lain 

dari Perencanaan; Penetapan Lokasi; Persiapan dan pembentukan/penetapan 

Panitia Ajudikasi; Penyuluhan; Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis; 

Penelitian data Yuridis dan pengumuman; Pembukuan hak dan penerbitan hak 

atas tanah; Dokumentasi dan Penyeurahan hasil kegiatan,; dan Pelaporan. 

1. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Alor terbagi dua 

yakni internal dan eksternal. Hambatan atau kendala internal adalah kurangnya 

SDM di kantor Pertanahan Kabupaten Alor, sedangkan faktor ekternalnya adalah 

kondisi topografi di Kabupaten Alor yang tanahnya berupa perbukitan dan 

berlereng dengan kemiringan dapat melebihi dari 45 derajat sehingga menyulitkan 

petugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu adanya syarat biaya 

pajak BPHTB juga menghambat proses penerbitan sertifikat dan adanya kondisi 

sosial kultur budaya masyarakat setempat yang menganggap bahwa sertifikat 

tidak terlalu penting dan mereka takut akan pajak setelah tanahnya dijadikan 

sertifikat.  

2. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Alor 

adalah dengan memperkuat kerjasama, meningkatkan pelayanan kepada 



100 
 

 
 

masyarakat, melakukan penyuluhan secara intensif dan menyelesaikan sengketa 

secara bersama-sama dengan kepala desa atau pihak terkait. Selain itu panititia 

ajudikasi menawarkan pada masyarakat untuk membuat surat terhutang sebagai 

syarat untuk menerbitkan serifikat bila belum mampu membayar pajak atau 

BPHTB namun sertifikat tersebut tidak dapat dijual belikan bila belum dilunasi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas sesuai dengan hasil penelitian, penyusun 

memberikan saran sebagai berikut:  

1. Untuk melaksanakan PTSL dan menyeluruh, kepala kantor perlu 

memperhatikan kapasitas dan kemampuan optimal para perugas data dalam 

proses pelaksanaan tugasnya. 

2. Pemberitahuan dari kantor pertanahan kepada pihak desa terkait akan di 

laksanakannya PTSL di desa tersebut harus diberitahukan beberapa bulan 

sebelumnya agar pihak desa dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan.  

3. Pihak desa diharapkan dapat membantu tim adjudikasi dalam melaksanakan 

pengumpulan data ataupun tugas lainnya agar memaksimalkan kinerja dari tim 

adjudikasi.  
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